BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam penelitian dengan didasarkan
pada rumusan masalah yang ada, peneliti kemudian menjabarkan kesimpulan
dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

(1) Pengembangan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel
didasarkan pada PADG 23/25/PADG 2021. PADG ini dibentuk
berdasarkan dua PBI diatasnya yaitu; PBI 22/23/PBI1/2020 dan PBI
23/7/PBI/ 2021. PBI 22/23/PBI/2020 dalam Pasal 5 Ayat (3)
menyatakan secara tegas bahwa Bank Indonesia dalam
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dapat berkedudukan sebagai
penyelenggara khususnya penyelenggara infrastruktur —sistem
pembayaran. penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk
didalamnya sistem pembayaran ritel dikarenakan jenis sistem
pembayaran termasuk didalamnya sistem pembayaran besar dan sistem
pembayaran ritel. Pengembangan BI-FAST dianggap memiliki dasar
hukum dan konsisten dengan UU 23/1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU 4/2023, karena frasa “sistem pembayaran” yang terdapat
dalam rumusan pasal sudah mencakup infrastruktur dan juga besar
nominal transaksi yang diselenggarakan (transaksi nilai besar dan
transaksi ritel). Mengingat juga bahwa Bank Indonesia merupakan
lembaga yang mandiri serta sistem pembayaran merupakan salah satu
cakupan hal yang diatur oleh Bank Indonesia menjadikan Bank
Indonesia dapat mengatur serta menjadi penyelenggara dalam hal ini
BI-FAST. BI-FAST dianggap perlu untuk diatur dan diselenggarakan
oleh Bank Indonesia karena volume transaksi yang terjadi di BI-FAST
cukup tinggi dan merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan
adanya sistem pembayaran yang cepat dan terjadi secara real-time.

(2) Bank Indonesia dalam penyelenggaraan BI-FAST berkedudukan
sebagai regulator dimana Bank Indonesia melalui PADG membentuk

peraturan pelaksanaan BI-FAST, selain itu Bank Indonesia juga
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berkedudukan sebagai penyelenggara infrastruktur BI-FAST
sebagaimana dinyatakan dalam rumusan pasal yang terdapat dalam
PADG tersebut. Bank Indonesia juga dalam penyelenggaraan BI-FAST
berkedudukan sebagai peserta BI-FAST. Pembatasan antara kedudukan
ini masih sulit untuk ditentukan karena semuanya masih terpusat pada
Bank Indonesia, namun dengan adanya Self-Regulatory Organization
(SRO) dalam penyelenggaraan sistem pembayaran termasuk
didalamnya BI-FAST sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Bank
Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan standarisasi sistem
pembayaran maka  keterpusatan Bank  Indonesia  dalam
penyelenggaraan BI-FAST (regulator, penyelenggara, sekaligus
peserta) dapat diminimalisir, sehingga penyelenggaraan BI-FAST tidak
semuanya berpusat pada Bank Indonesia.

5.2. Saran
Berdasarkan apa yang telah dianalisis terhadap rumusan masalah yang
diangkat dalam penelitian, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian
kali ini yaitu:

(1) Pengaturan terkait penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimuat dalam
Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) bukan merupakan langkah
yang tepat. Ditemukan bahwa jangkauan pihak yang diatur melalui PADG
hanya mencakup internal Bank Indonesia, sedangkan pihak yang disasar
dalam penyelenggaraan BI-FAST melibatkan pihak eksternal Bank
Indonesia (bank, pihak bukan bank dan pihak lain). Sehingga, sebaiknya
pengaturan terkait penyelenggaraan BI-FAST dimuat dalam bentuk
Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang sifat peraturannya menjangkau pihak
eksternal Bank Indonesia.

(2) Bank Indonesia dalam penyelenggaraan BI-FAST sebaiknya menetapkan
bentuk tata kelola yang baik untuk menghindari adanya pemusatan
penyelenggaraan BI-FAST pada Bank Indonesia. Upaya Bank Indonesia
dengan menetapkan Self-Regulatory Organization (SRO) sebagai pihak
yang menetapkan standarisasi dalam sistem pembayaran (khususnya BI-
FAST) sudah baik, namun kebebasan SRO terbatas karena masih tunduk

72



pada Bank Indonesia. Penelitian ini menyarankan agar SRO diberikan
independensi dalam mendukung sistem pembayaran, agar walaupun Bank
Indonesia menyelenggarakan, mengatur serta menjadi anggota dari suatu
infrastruktur sistem pembayaran pelaksanaannya bisa sesuai dengan
ketentuan karena pengawasannya berada pada SRO.
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